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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR 

DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Pengertian Organisasi
Organisasi dapat diterjemahkan sebagai wadah, proses, perilaku, dan alat untuk mencapai tujuan, yang didalamnya terdapat orang yang bekerja sama, sistem kerja sama, serta tujuan – tujuan yang hendak dicapai. Semua substansi dari organisasi dapat didefinisikan beragam oleh para ahli, perbedaannya terletak dalam paradigma para ahli menginterpretasikan organisasi. 

Walaupun dalam penguraian definisi tentang organisasi tidak diutarakan secara panjang lebar, namun kiranya dapat membantu untuk dapat memantapkan keyakinan betapa pentingnya organisasi ideal yang dapat bekerja secara maksimal baik pada instansi pemerintah maupun swasta.

Di bawah ini akan dipaparkan secara komperhensif mengenai definisi dari organisasi oleh para ahli, diantaranya, dikemukakan oleh Robbins dan Judge 
(2008 : 5), dalam bukunya Perilaku Organisasi (Organizational Behavior) mengemukakan bahwa:

“Organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua orang atau lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus – menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama.”

Sedangkan pengertian organisasi menurut, Siagian yang dikutip oleh Silalahi (2003:124) dalam bukunya Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi mengemukakan bahwa:
“Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarkhi dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.”

Lebih lanjut, pengertian organisasi menurut Miles yang dikutip oleh Gomes (2003 : 23) dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, mengemukakan bahwa :

“...an organization is nothing more than a collection of people grouped together araound a technology which is operated to transform inputs from its environment into marketable goods or service.” (...organisasi tidak lebih daripada sekelompok orang yang berkumpul bersama di sekitar suatu teknologi yang dipergunakan untuk mengubah input – input dari lingkungan menjadi barang atau jasa – jasa yang dapat dipasarkan).

Pengertian organisasi menurut Waldo yang dikutip oleh Silalahi (2003:124) dalam bukunya Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi ,mengemukakan bahawa: “Organisasi adalah struktur hubungan – hubungan di antara orang – orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.”

Sedangkan pengertian organisasi menurut Thoha yang dikutip oleh Silalahi (2003:124 – 125) dalam bukunya Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi,  mengemukakan bahwa:

“Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarki dan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi.”
2.1.2 Pengertian Administrasi dan Administrasi Negara
Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa inggris dari kata administration yang infinitifnya ialah to administer. Kata to administer diartikan sebagai to manage  (mengelola) atau to direct (menggerakan). 

Berdasarkan uraian di atas, maka secara etimologis administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan memberikan bantuan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta benda ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi.

Administrasi secara umum dapat diartikan sebagai proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila diterapkan secara formal dalam organisasi maka proses kerjasama tersebut adalah dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi, dan salah satu organisasi yang terbesar adalah negara.

Berkaitan dengan hal di atas, White dalam Handayaningrat (1990 : 2), mengemukakan definisi administrasi, sebagai berikut : Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil, dan sebagainya.

Siagian dalam Silalahi (2007: 9), mengemukakan definisi administrasi, yaitu: Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.
Definisi administrasi yang sejalan dikemukakan Tead dalam Silalahi (2007:10), bahwa :

Administrasi adalah meliputi kegiatan-kegiatan individu-individu (eksekutif) dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan menyediakan fasilitas usaha kerjasama sekelompok individu-individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan.
Berkaitan dengan hal di atas maka definisi Negara menurut Soultau dalam Syafiie (2003: 9), bahwa : “Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat”.
Kemudian terkait dengan definisi administrasi negara, menurut Atmosudirdjo dalam Syafiie (2003: 32), mengemukakan bahwa: “Administrasi Negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan”.
Pfiffner dan Presthus dalam Handayaningrat (1980: 3), mengemukakan bahwa : “Administrasi negara adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara”.

Definisi adminstrasi negara menurut Siagian (1990: 8), mengemukakan, bahwa : “Administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”.

Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat suatu negara merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Masalah-masalah yang timbul di masyarakat sangat beragam, hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menyelesaikannya.

Pemerintah memegang peranan sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat. Easton dalam Islamy (2000: 19-20) mengemukakan dan menegaskan, bahwa :

Hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam “authorities in a political system”, yaitu para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah-masalah  sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau peranannya.
Pemerintahan dijalankan oleh para pelaku administrasi negara, tindakan yang diambil oleh  pelaku administrasi negara untuk mengatasi ataupun mencari solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah dengan memberlakukan kebijakan publik.
Berkaitan dengan hal di atas, Thoha (2005: 53) mengemukakan,  esensi administrasi negara bahwa :

 Dimensi pertama yang menjadi pusat perhatian Administrasi Negara adalah Public Policy. Bidang kajian ini amat penting dalam Adminstrasi Negara karena selain ia menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, ia pun dapat digunakan pula untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan. Selain itu dapat dipergunakan untuk mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi pemerintah ini.
Studi tentang kebijakan publik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi negara. Banyak definisi-definisi administrasi negara mengalami revisi yang sebagian diantaranya akan dituangkan oleh peneliti.

Definisi administrasi negara yang mengalami revisi berkaitan dengan kebijakan publik seperti dikemukakan oleh Pfiffner dan Presthus dalam Thoha (2005: 71), bahwa : “Administrasi negara terdiri dari semua kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan atau untuk melaksanakan kebijakan publik”.

Sejalan dengan definisi di atas, Thoha (2005: 71) mengemukakan,  bahwa : “Administrasi negara dapat dirumuskan sebagai koordinasi dari usaha-usaha individu dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan publik”.

Adminstrasi Negara berkaitan dengan proses kebijakan publik, dalam perkembangannya adminstrasi negara banyak mengkaji masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik.

2.1.3 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan berasal dari bahasa Yunani Sanskerta yaitu dari kata polis yang berarti negara kota, kemudian diserap oleh bahasa latin menjadi politea yang artinya negara, selanjutnya diserap lagi oleh bahasa Inggris menjadi policy dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya “kebijakan”.

Friedrich dalam Wahab (2008: 3), mengemukakan definisi kebijakan, sebagai berikut :

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. 


Definisi lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy (2000: 17), bahwa : Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
Berkaitan dengan definisi di atas, dapat diartikan bahwa kebijakan pemerintah memuat adanya organisasi atau pelaku organisasi pemerintah yang berusaha melakukan tindakan nyata untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memecahkan suatu persoalan.  

Kehidupan bersama dalam suatu negara tentu saja dapat menimbulkan suatu persoalan, oleh karena itu harus diatur. Tetapi bukan sekedar diatur, melainkan diatur oleh peraturan yang berlaku untuk semua warga negara dan berlaku mengikat semua warga negara dengan tujuan agar satu sama lain berlaku tertib dan tidak saling merugikan. Aturan tersebut secara sederhana disebut dengan kebijakan publik.

Kebijakan publik memiliki definisi yang beragam. Dye dalam Nugroho (2004: 3) mendefinisikan kebijakan publik, sebagai berikut : “Segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda”.

Nugroho (2006: 23) secara sederhana mengemukakan, bahwa : “Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara/administrator publik. Jadi kebijakan publik adalah sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah”.

Sejalan dengan definisi dari Nugroho, maka kebijakan publik harus mengutamakan kepentingan masyarakat atau warga negara. Islamy (2000: 20) mengemukakan, bahwa : 

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.
Friedrich dalam Agustino (2006: 41) mengemukakan, bahwa definisi kebijakan publik, yaitu :

Serangkain tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam  suatu lingkungan tertentu, dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Udoji dalam Wahab (2008: 5) mengemukakan definisi kebijakan publik, sebagai berikut :

Kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat.
Kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara maupun antara warga negara dengan pemerintah. Kebijakan publik selain menerapkan aturan main dalam kehidupan bersama, juga harus menerapkan sanksi bagi setiap warga negara yang melanggar kebijakan publik. 
2.1.4 Konsep Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi merupakan terjemahan dari kata implementation, berasal dari kata kerja to implement. Menurut Webster’s Dictionary dalam Tachjan (2008: 23), kata to implement berasal dari bahasa Latin implementum dari asal kata impere dan plere. Kata implere dimaksudkan to fill up ; to fill in, yang artinya mengisi penuh ; melengkapi, sedangkan plere maksudnya to fill, yaitu mengisi.

Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Pressman dan Wildvsky dalam Tachjan (2008: 24), mengemukakan, bahwa : Implementation as to carry out, acomplish, fulfill, produce, complete. Maksudnya : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasikan, melengkapi.

Kusumanegra (2011: 97), mengemukakan definisi implementasi, sebagai berikut :

Implementasi dapat didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum (statute) yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan.
Sebuah kebijakan tidak akan memiliki arti tanpa adanya suatu upaya melaksanakan kebijakan secara baik. Walaupun suatu kebijakan memiliki suatu program yang bagus, tetapi apabila tidak diimplementasikan maka akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berkaitan dengan hal di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji dalam Wahab (2008: 59) dengan tegas mengemukakan, bahwa:
Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin penting daripada pembuatan kebijakan.Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.
Dipandang dalam definisi yang luas, implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor/pelaku, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2009: 88) mengemukakan,bahwa implementasi kebijakan sebagai :

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Definisi lain dikemukakan oleh Dunn(2000:80), bahwa : “ Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan”. 
Adapun Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2004: 102) mengemukakan, bahwa: 
Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
Tachjan (2008: 24), mendefinisikan implementasi kebijakan, yaitu :Sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Definisi sejalan dikemukakan Nugroho (2004: 158), bahwa : “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

2.1.5 Kegagalan Implementasi Kebijakan Publik
Hasil yang dicapai dari suatu kebijakan dapat dilihat setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan satu konsekuensi dari adanya tuntutan kebijakan dan tuntutan ini bukan hanya sekedar tuntutan terbentuknya suatu kebijakan, melainkan juga tahap untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Kebijakan publik apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. Hogwood dan Dunn dalam Wahab (2008: 61-62) membagi kegagalan implementasi kebijakan dalam 2 kategori, yaitu :

1. Non implementation (tidak terimplementasikan)

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, hal ini mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau mereka telah bekerja secara tidak efektif dan efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya sehingga betapapun gigihnya usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi kebijakan yang efektif sulit untuk dipenuhi.

2. Unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil)

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakantertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya secara tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam, dll), sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Kebijakan apapun sebenarnya mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. Hogwood dan Dunn dalam Wahab (2008: 62) mengungkapkankebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu biasanya disebabkan oleh faktor-faktor, sebagai berikut :

1. Pelaksanaannya jelek (bad execution)
2. Kebijakan itu sendiri memang jelek (bad policy)
3. Kebijakan itu memang bernasib jelek (bad luck)
Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Namun di balik kerumitan dan kompleksitasnya, implementasi kebijakan memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahapimplementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi para pembuat kebijakan.
2.1.6 Model  Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting bahkan lebih penting dari pada perumusan kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan akan lebih mudah untuk dipahami apabila menggunakan suatu model tertentu sehingga dapat memberikan gambaran secara lebih jelas mengenai suatu objek, situasi, proses, dan komponen-komponen yang terdapat di dalamnya serta memberikan kemudahan untuk mengidentifikasi variabel-varibel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.  

Model pertama, Implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah, Sebagai berikut :
1. Komunikasi,

2. Sumberdaya,

3. Disposisi,

4. Struktur Birokrasi
Model implementasi kebijakan di atas dapat diuraikan, sebagaimana yang dikemukakan Edwards  III dalam  Indiahono (2009: 31-38)  sebagai berikut :


Gambar 2.1

Model Implementasi Kebijakan Edwards III
Sumber: Edwards III,  dalam Indiahono, 2009: 33)

1. Komunikasi 
Variabel ini menunjukan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana kebijakan dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan klompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Sangat penting untuk memberikan perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensiatau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Agar kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka ukuran dasar dan tujuan kebijakan harus dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu proses komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kebijakan merupakan suatu hal yang penting, variabel ini menjelaskan bahwa harus ada komunikasi yang lancar baik di dalam organisasi maupun antara organisasi-organisasi lainnya yang terkait dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

Perintah untuk melaksanakan suatu kebijakan harus dikomunikasikan kepada pelaksana secara tepat, jelas, akurat, dan konsisten sehingga para pelaksana dapat memahami apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Komunikasi mengenai ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang tidak berjalan dengan baik akan menyebabkan para pelaksana sewenang-wenang dalam mengimplementasikan kebijakan yang pada akhirnya pencapaian tujuan kebijakan menjadi terhambat.
2. Sumber Daya 
Sumber daya merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, tujuan kebijakan akan sulit terwujud tanpa ditunjang dengan adanya sumber daya yang memadai. Faktor sumber daya ini mempunyai peranan penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Kejelasan isi kebijakan, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dari sebuah kebijakan yang ingin disampaikan kepada masyarakat (terutama sasaran kebijakan), pelaksanaannya akan menjadi sulit apabila tidak didukung dengan sumber-sumber kebijakan yang memadai.

Sumber-sumber kebijakan layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan yang efektif. Perangsang lain dapat berupa staf pelaksana (pegawai), baik dilihat dari sisi kualitas kemampuannya dalam melaksanakan kebijakan maupun kuantitas jumlah pelaksana tersebut. Selain itu sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan suatu kebijakan harus mencukupi agar penyelenggaraan kebijakan dapat berlangsung secara konsisten.
3. Disposisi 


Karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Karakteristik badan/instansi yang menjadi pelaksana suatu kebijakan memiliki dampak yang penting terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Karakteristik pelaksana kebijakan akan menentukan ciri serta warna dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Implementor yang memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digriskan dalam guideline program. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran terhadap kebijakan.
4. Struktur Birokrasi


Struktur birokrasi ini mencakup aspek aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubunganantara unit-unit oranisasi yang ada dalamorganisasi yang bersangkutan,dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Struktur birokrasi mencakupduakarakteristik/dimensi, yaitu standar prosedur operasi (standar operating procedure / SOP)dan fragmentasi. Standar prosedur operasi / SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana untuk melaksanakan dan menyeragamkan kegiatan/tindakan yang akan dilakukan dari apa yang menjadi bidang tugasnya. Sedangkan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai/pelaksana diantara beberapa unit kerja.


Model kedua, model Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Van Matter dan Van Horn (1975) yang disebut sebagai  A model of policy implementations proces. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu: 

1. Standar dan sasaran kebijakan

2. Sumber daya

3. Karakteristik organisasi pelaksanaan

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

5. Sikap para pelaksana

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik


Model yang kedua ini secara  visual, dapat dilukiskan secara komprehensif pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.2

Model implementasi Kebijakan Van Matter dan Van Horn

Model ketiga, Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Model ketiga ini secara visual dapat dilukiskan pada gambar di bawah ini:










Gambar 2.3
Implementation as a Political and Administrative Process

(Merilee S. Grindle. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World,

Princeton University Press, New Jersey, p. 11)


Model keempat, adalah yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier, yang disebut A Frame Work for Implementation Analysis (1983). Menurut kerangka pemikiran ini, variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan –tujuan formal pada keseluruhan proses implemenasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, sebagai berikut: 

1. Mudah atau tidaknya maslah dikendalikan 

2. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi 

3. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi

Ketiga variabel tersebut sebagai variabel bebas yang mempengaruhi terhadap langkah-langkah proses implementasi kebijakan. 
Model keempat tersebut secara visual dapat dilukiskan pada gambar di bawah ini: 




3 Definisi dan Ciri-ciri Kemiskinan

Gambar 2.4

Model   Proses Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier
2.1.7 Efektivitas Kerja Pegawai
Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya berhasil atau mencapai sasaran. Setiap organisasi pasti menginginkan agar semua staf/pegawai dapat bekerja sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan dapat tercapai tepat pada waktu yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan yang dicapai sesuai dengan yang telah ditargetkan adalah efektif karena keberhasilan suatu organisasi pada umumnya diukur dengan efektivitas.

Efektivitas merupakan landasan dari setiap organisasi dalam setiap pencapan sasaran/tujuannya, karena apabila suatu organisasi dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan efektif maka organisasi tersebut sudah dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya manusianya dengan handal. Dalam hal ini peneliti akan memberikan penjelasan mengenai pengertian efektivitas menurut Emerson dalam Handayaningrat (1980: 16) mengemukakan,  bahwa : “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Tetapi apabila sasaran atau tujuan itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif.

Peneliti menuangkan definisi tentang efektivitas. Siagian (2003:20-21) mengemukakan, bahwa:
Efektivitas  adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya.
Setelah mengemukakan pengertian efektivitas, maka untuk mempermudah mengukur efektivitas perlu diperhatikan tentang strategi bagaimana caranya agar organisasi publik menjadi handal. Penyelesaian kerja tepat pada waktunya merupakan suatu hal yang penting, sebab tujuan suatu organisasi tidak akan tercapai apabila tidak ditunjang oleh pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Selanjutnya definisi efektivitas kerja menurut Siagian (1997: 151) adalah sebagai berikut :

Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya, apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Kemudian untuk melihat sejauhmana keberhasilan efektivitas kerja pegawai dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Peneliti mengambil rujukan dari pendapat,  Steers (1994:151) yang menyatakan bahwa keberhasilan efektivitas kerja dapat diukur dari aspek:

1. Ketepatan kualitas, artinya bahwa hasil dari pada pekerjaan betul-betul berkualitas atau mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga organisasi akan melahirkan penghargaan dan kemajuan.

2. Ketepatan kuantitas, artinya bahwa pengukuran ini didasari peraturan atu prosedur untuk menentukan beberapa nilai atau atribut dalam rangka secara konsisten.
3. Ketepatan waktu, artinya bahwa ketepatan waktu disini terutama ditujukan kepada pemberian pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu kesadaran tentang ketepatan waktu merupakan hal yang sungguh-sungguh penting untuk terus menerus ditanamkan dalam jiwa para anggota organisasi.
2.1.8 Korelasi Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Kerja Secara Teoritik
Implementasi kebijakan berkaitan dengan efek yang akan timbul atau dirasakan dalam pelaksanaannya. Suryaningrat (1989:102) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan efektivitas, sebagai berikut :
Sebenarnya implementasi kebijakan tidak hanya merupakan suatu konsekuensi logis daripada adanya dan eksistensi atau terbentuknya suatu kebijakan melainkan sampai dilaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan sasaran dan menurut urutan waktu tertentu. Agar penentuan kebijakan dapat terpenuhi maka kebijakan harus dilaksanakan. Implementasi kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai penggunaan sarana yang telah dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Edwards III dalam Tachjan (2008:83) yang mengemukakan, bahwa :

Efektivitas kerja yang dicapai oleh pelaksana atau organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan akan ditentukan oleh faktor : “Bureaucratic Structure (struktur birokrasi), resources (sumber daya), dispositions (kecenderungan pelaksana), communication (komunikasi)”.
Merujuk pada pendapat Suryaningrat (1989) dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan efektivitas. Tujuan sebuah implementasi kebijakan telah ditentukan ketika rumusan kebijakan disusun sehingga kegiatan implementasi  kebijakan telah dibatasi dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan tersebut. Untuk mencapai tujuan kebijakan maka harus ada proses yang berkesinambungan dalam melaksanakan kebijakan dengan diberlakukannya penetapan waktu dalam melaksanakan kebijakan, serta adanya inisiatif dan rasa tanggung jawab dari para pelaksana untuk memanfaatkan/ menggunakan sarana/sumber daya yang dimiliki ketika melaksanakan kebijakan.

Pendapat dari Edwards III mengandung arti bahwa efektivitas kerja yang dicapai oleh pelaksana/ pegawai dalam implementasi kebijakan publik akan ditentukan oleh empat faktor, yaitu : struktur birokrasi. sumber daya, kecenderungan pelaksana, dan komunikasi. Keempat faktor tersebut sejalan dengan faktor-faktor yang peneliti tuangkan dalam variabel implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2004 : 110-119). Secara sederhana, efektivitas kerja yang dicapai oleh pelaksana/pegawai dapat dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel-variabel implementasi kebijakan.

Untuk memperjelas hubungan implementasi kebijakan dengan efektivitas kerja, peneliti kemukakan model pendekatan sistem hubungan implementasi kebijakan dengan efektivitas kerja, seperti pada gambar 2.5 di bawh ini:




  

    




Gambar 2.5
Model Pendekatan Sistem Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Kerja 
Sumber: ( Edwards III (1980: 48), Steer (1994: 153), Modifikasi peneliti)

Penjelasan:

1. Input  (Masukan)

Maksudnya adalah suatu masukan dalam suatu sistem pendekatan yang dapat dijadikan suatu bahan yang berguna untuk tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki, dalam input ini berkaitan dengan Perda Kota Bandung No.11 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan K3. Diatur mengenai ketentuan Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan penertiban terhadap beberapa diantaranya mencakup gelandangan dan pengemis. 

2.  Process (Proses)
Proses ini merupakan sumber-sumber dalam input diupayakan untuk dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan implementasi kebijakan yang berdasarkan pada variabel-variabel implementasi kebijakan, yang terdiri dari :
1. Komunikasi,

2. Sumberdaya,

3. Disposisi,

4. Struktur Birokrasi.

Pelaksanaan implementasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai Seksi Penertiban Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tidak terlepas dari pemanfaatan input. 
3.  Out Put (Keluaran)

Apabila variabel-variabel implementasi kebijakan telah dilaksanakan dengan memanfaatkan input yang ada, maka efektivitas kerja akan meningkat. Peningkatan efektivitas kerja dapat di nilai dengan terpenuhinya ukuran-ukuran efektivitas kerja yaitu: Ukuran waktu, Ukuran harga, Ukuran nilai, Ukuran ketelitian.
4. Out Comes 
 Dari hubungan implementasi Kebijakan dengan Efektivitas kerja diharapkan mengahasilkan suatu out comes yaitu meningkatnya implementasi kebijakan K3 di lingkungan mesjid raya Bandung dari gelandangan dan pengemis, dan meningkatkan efektivitas kerja dari pelaksana kebijakan.
5. Feed back (umpan balik)
Peningkatan efektivitas kerja diharapkan untuk dapat memberikan umpan balik terhadap input yang berupa kesinambungan unsur-unsur yang terdapat dalam input, sehingga dapat diupayakan agar lebih berdaya guna. Dimana umpan balik yang diharapkan adalah memperbaiki kekurangan yang terjadi. 

2.2 Kerangka Berpikir 
Berkaitan dengan topik penelitian yang mengungkap Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Penertiban Seksi Penertiban Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung serta untuk mempermudah pemecahan masalah penelitian ini, diperlukan kerangka berpikir penelitian. Hal ini didasarkan oada argumentasi bahwa kerangka berpikir penelitian merupakan tolak ukur atau landasan berpikir dari penelitian yang dikonstruksi dari fakta-fakta, observasi ataupun telaah kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir  ini esensinya memuat teori, dalil atau konsep-konsep dari para ahli yang dijadikan dasar dalam penelitian. 
Atas dasar tersebut di atas, peneliti akan menuangkan definisi tentang implementasi. Sejalan dengan konteks tersebut, Tachjan (2008 : 24) mengemukakan, bahwa : “Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”.

Selanjutnya, Peneliti mengemukakan definisi tentang implementasi kebijakan. Solichin Abdul Wahab (2008 : 64) mengemukakan, bahwa : “Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden)”.

Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2006 : 45) mengemukakan, bahwa :

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan 

Peneliti menuangkan definisi tentang implementasi kebijakan. Riant Nugroho (2004 : 158) mengemukakan, bahwa: “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edwards III menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah, Sebagai berikut :

1. Komunikasi,

2. Sumberdaya,

3. Disposisi (karakter yang menempel)

4. Struktur Birokrasi.

Selanjutnya, terkait dengan konsep efektivitas, peneliti dapat mengemukakan bahwa efektivitas merupakan salah satu landasan dari setiap organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini dapat dimengerti, karena apabila suatu organisasi dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan efektif maka organisasi tersebut sudah dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya manusianya dengan handal. Dalam hal ini peneliti akan memberikan penjelasan mengenai pengertian efektivitas menurut Emerson dalam Handayaningrat (1980 : 16) mengemukakan,  bahwa : “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Tetapi apabila sasaran atau tujuan itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif.

Setelah menggambarkan pengertian efektivitas, maka untuk mempermudah mengukur efektivitas perlu diperhatikan tentang strategi bagaimana caranya agar organisasi publik menjadi handal. Penyelesaian kerja tepat pada waktunya merupakan suatu hal yang penting, sebab tujuan suatu organisasi tidak akan tercapai apabila tidak ditunjang oleh pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Selanjutnya definisi efektivitas kerja menurut Sondang Siagian (1997 : 151) adalah sebagai berikut :

Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya, apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. 
Kemudian untuk melihat sejauhmana keberhasilan efektivitas kerja pegawai dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Peneliti mengambil rujukan dari pendapat,  Steers (1994:151) yang menyatakan bahwa keberhasilan efektivitas kerja dapat diukur dari aspek:

4. Ketepatan kualitas, artinya bahwa hasil dari pada pekerjaan betul-betul berkualitas atau mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga organisasi akan melahirkan penghargaan dan kemajuan.

5. Ketepatan kuantitas, artinya bahwa pengukuran ini didasari peraturan atu prosedur untuk menentukan beberapa nilai atau atribut dalam rangka secara konsisten.

6. Ketepatan waktu, artinya bahwa ketepatan waktu disini terutama ditujukan kepada pemberian pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu kesadaran tentang ketepatan waktu merupakan hal yang sungguh-sungguh penting untuk terus menerus ditanamkan dalam jiwa para anggota organisasi.

Konsep implementasi kebijakan memiliki keterkaitan dengan konsep efektivitas kerja. Hal ini terlihat pada pernyataan yang dijelaskan oleh Irfan Islamy (2000 : 107), dimana suksesnya pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks tersebut, Irfan Islamy (2000)  mengemukakan, bahwa :

Suatu kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu  bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian kalau mereka tidak bertindak/berbuat sesuai dengan keinginan pemerintah/negara itu, maka kebijakan negara menjadi tidak efektif


Implementasi kebijakan berkaitan dengan efek yang akan timbul atau dirasakan dalam pelaksanaannya. Suryaningrat (1989:102) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan efektivitas, sebagai berikut :

Sebenarnya implementasi kebijakan tidak hanya merupakan suatu konsekuensi logis daripada adanya dan eksistensi atau terbentuknya suatu kebijakan melainkan sampai dilaksanakan kebijakan tersebut.Implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan sasaran dan menurut urutan waktu tertentu.Agar penentuan kebijakan dapat terpenuhi maka kebijakan harus dilaksanakan.Implementasi kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai penggunaan sasaran yang telah dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.


Merujuk pada teori diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan berhubungan dengan efektivitas kerja. Suatu kebijakan bukan hanya untuk kepentingan pembuat kebijakan, tetapi kebijakan yang dilaksanakan harus memberikan dampak positif bagi kepentingan masyarakat. Untuk lebih jelasnya pada penelitian ini menjelaskan tentang hubungan implementasi kebijakan dengan efektivitas kerja. Keberadaan gelandangan dan pengemisyang tidak tertib dan mengganggu karena berjualan seenaknya di jalan dan trotoar yang diperuntukkan bagi masyarakat, selain itu gelandangan dan pengemis memberikan kesan yang kumuh dan mengganggu kebersihan dan keindahan kota. Fenomena tersebut terntu saja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, oleh karena itu kebijakan penertiban gelandangan dan pengemis yang dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dianggap perlu agar tercapainya tujuan yang diharapkan yaitu mewujudkan kondisi kota Bandung yang tertib, bersih, indah dan kondusif.
2.3  Hipotesis
      
Bertitik tolak dari kerangka berpikir penelitian tersebut, maka peneliti selanjutnya akan mengemukakan hipotesis penelitian. Secara umum hipotesis merupakan penuntun kearah proses penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang harus dicari pemecahanya. Surachmand (1994:68) menyatakan: “hipotesis berarti sesuatu yang kurang dari (hypo) sebuah kesimpulan pendapat  (tesis) dengan kata lain hipotesis adalah sebuah kesimpulan tetapi belum final masih harus dibuktikan kebenaranya”.  


Sejalan dengan konteks di atas, peneliti menetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Implementasi Kebijakan Berpengaruh Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Seksi Penertiban Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung”

Ho : (( 0 Implementasi kebijakan(x) (efektivitas pegawai  (Y) ( 0, artinya implementasi kebijakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai (pengaruh tidak bermakna).
H1 : (> 0 Implementasi (x) (efektivitas kerja (Y) > 0, artinya  implementasi kebijakan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai (pengaruh bermakna).[image: image3.png]
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c. variabel diluar kebijakan yang yang mempengaruhi proses implementasi
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